BAB III

PRAKTEK OPERASI HYMEN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah Ius Constitutum, yaitu
hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu
daerah tertentu. Singkatnya; Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada
suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Hukum Positif adalah kumpulan
asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan
mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui
pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di Indonesia
merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan
hukum Adat. Hukum positif merupakan salah satu bagian hukum, ditinjau
menurut waktu berlakunya. Ius constitutum adalah hukum yang dtetapkan,
lazimnya diartikan sebagai hukum yang berlaku sekarang. Hukum yang
berlaku sekarang sering disebut juga sebagai hukum positif. Menurut waktu
berlakunya, hukum dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:'
1. Tus constitutum (hukum positif)
2. Tlus contituendum.

3. Hukum asasi

! Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 127.
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Hukum positif terbagi dalam dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis
dan hukum tidak tertulis, yang dimaksud hukum tertulis yaitu hukum yang
berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu hukum yang telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang dan hukum ini harus sesuai dengan undang-
undang di Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis
yaitu hukum yang mencakup aturan adat, agama dan yurisprudensi.®

Tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, seperti terhadap bahasa
dikenal tata bahasa, demikian juga terhadap hukum dikenal juga tata hukum.
Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri. Hukum merupakan
positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan
derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai
positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang.
Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku
hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-
hubungan hukum. Contoh: pada saat pasien melaksanakan perjanjian
pelaksanaan operasi dengan dokter, pada saat itu ia mendasarkan
hubungannya pada peraturan KODEKI, dan inilah yang disebut dengan

substansi hukum.’

2 Susi Dwi Harjianti, S.H., Hukum Online, dalam http://m.hukumonline.com/klinik/detail/bila-
hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum. Diakses 26 Juli 2016.

3

Rodlial Ramdhan, dalam http://rodlial.blogspot.co.id/2012/04/makalah-substansi-hukum-

positif-di.html, diakses 26 Juli 2016


http://m.hukumonline.com/klinik/detail/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum
http://rodlial.blogspot.co.id/2012/04/makalah-substansi-hukum-positif-di.html
http://rodlial.blogspot.co.id/2012/04/makalah-substansi-hukum-positif-di.html
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B. Sumber-sumber Hukum Positif
Sumber hukum artinya adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-
aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu di
langgar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.
Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum materil dan
sumber hukum formal.
1. Sumber hukum materil
Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum materil adalah
tempat dari mana materil itu diambil. Sumber hukum materil ini
merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya
hubungan sicial, hubungan keekuatan politik, situasi social ekonomis,
tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah
(kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. *
Menurut  Prof. Mr.Dr.L.J.Apeldoorn, sumber hukum materil
meliputi: Sumber hukum dalam arti sejarah, sumber hukum dalam arti
sosiologis, sumber hukum dalam arti filsafat. Sedangkan Drs. C.S.T.
Kansil, SH, menegaskan bahwa, Sumber-sumber hukum materil, dapat
ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah,
sosiologis, filsafat dan sebagainya. Contoh :°
a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan
ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya

hukum.

4 1.
Ibid.,83
> Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 79.
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b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiologi) akan mengatakan bahwa yang
menjadi sumber hukum ialah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam
masyarakat.

2. Sumber hukum formil (positif)

Merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan
memperoleh kekuatan hukum, ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang
menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum
sebagai sumber hukum formil ialah Undang-undang, perjanjian antar
negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Undang-undang itu bersifat umum
karena mengikat dan merupakan produk lembaga legislatif.

Undang-undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah
hukum untuk melindungi kepentingan manusia itu seberapa dapat
terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang.’
Undang-undang perjanjian antar negara dan kebiasaan adalah sumber
hukum yang langsung, sedang persetujuan (biasa) doktrine dan
yurisprudensi adalah yang tidak langsung. Artinya tidak langsung, ialah
bahwa ia menjadi sumber itu atas pengakuan undang-undang atau karena
dengan melalui kebiasaan. Keenam sumber tersebut merupakan sumber
normal.” Contoh keberadaan hukum dalam masyarakat pelanggaran hukum
yaitu tentang Undang-undang nomor 8§ Tahun 1999 tentang perlindungan
kosumen, memicu konsumen gemar menuntut, ataupun sebab lain yang

seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang

6 .
Ibid., 88
7 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 80.
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dilakukan dokter. Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan pasti
mendatangi seorang dokter utuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang
dideritanya. Kemudian muncul hubungan hukum antara dokter dan pasien
yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban
bagi dokter itulah dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien akibat
kelalaian atau kekurang hati-hatian dokter dalam menjalankan profesinya.

Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal sangant erat kaitannya
dengan tugas hakim. Pada dasarnya “hakim harus menyatakan hukum
berdasarkan undang-undang”. Yurisprudensi ialah keputusan Hakim
terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim
kemudian mengenai masalah yang sama. Yurisprudensi diguakan oleh
hakim didalam memberi keputusan penyaksian perselisihan suatu masalah
dalam hal tidak ada peraturan perundang-undangnya.®

Kebiasaan pada prinsipnya hampir setiap orang yakin bahwa
undang-undang tidak pernah lengkap dan sempurna. Di samping itu
kebiasaan dapat menjadi sumber hukum apabila kebiasaan tersebut telah
menjadi suatu perbuatan yang menurut ketentuan tingkah laku yang tidak
berubah. Jadi untuk terbentuknya hukum kebiasaan terdapat 2 syarat satu
yang bersifat materil, pemakaian yang tetap, satu yang bersifat psikologis,
keyakinan akan kewajiban hukum.’

Persetujuan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur

masalah perjanjian yakni: di dalam pasal 1233 dan pasal 1338. Isi kedua

¥ Ibid., 86
? Ibid., 90
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pasal tersebut yakni: (pasal 1233) Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik
karena persetujuan, baik karena undang-ndang. (Pasall338) Semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. '°

Doktrin, sebagai sumber hukum baik ditingkat nasional maupun
Internasional, Terutama dalam hubungan Internasional pendapat-pendapat
para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum
Internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang

sangat penting_;.11

C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktek Operasi Hymen

Dewasa ini, operasi rekonstruksi selaput darah (Aymenoplasty) mulai
banyak digemari masyarakat. Menurut penuturan dr. Prima Progestian, SpOG
(Spesialis Obstetri dan Ginekologi) operasi rekonstruksi selaput darah saat ini
telah menjadi kebutuhan bagi para wanita di Indonesia jika melihat angka
wanita yang melakukan operasi selaput dara selalu meningkat setiap
tahunnya. Hal ini sebagaimana yang telah terjadi di daerah Timur Tengah.
tindakan peremajaan organ intim atas indikasi non-medis untuk
meningkatkan rasa percaya diri dan kosmetika belum ada larangannya
dilakukan. Tindakan rekonstruksi, peremajaan atau rejuvenation seperti
hymenoplasty, vaginoplasty, clitoral hood reduction (clitoroplexy) dapat

dilakukan secara pembiusan lokal atau umum dan tidak memerlukan rawat

' Ibid., 92
1 Ibid., 94
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inap. Tindakannya bukanlah merupakan oeprasi besar walaupun membutuhkan
kecakapan khusus untuk mengerjakannya. Tindakan rekontruksi ini dapat
dilakukan di Indonesia, jadi tidak perlu ke Singapura, Bangkok, India ,
Perancis, Amerika Serikat atau negara lain. Sehingga untuk mendapatkan
kenyamanan, kepercayaan diri dan kepuasan berhubungan intim.'? Adapun
alasan mengapa banyak wanita melakukan operasi untuk mengembalikan
keperawanan antara lain;"

a. Sebagai cara agar kembali perawan.

Dalam masyarakat kita, tolak ukur keperawanan masih dilihat dari
utuh tidaknya selaput darah, karena itu banyak wanita yang mencoba
melakukan prosedur operasi ini agar suami tidak mengetahui bahwa dirinya

sudah pernah berhubungan seks dengan pria lain sebelumnya.

. Memperoleh kembali keperawanan yang hilang sebelum pernikahan.

Beberapa wanita mengalami pendarahhan setelah terjatuh atau akibat
olahraga yang terlalu keras. Hal ini membuat mereka kecewa dan sangat
sedih karena keinginan menyerahkan keperawanan kepada orang yang
dicintai tidak kesampaian. Operasi selaput darah mungkin satu-satunya

cara yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan keperawanan.

. Membuat awal hidup yang baru.

Operasi selaput darah bisa dilakukan kepada wanita korban kekerasan

seks seperti pemerkosaan atau karena seks yang bukan karena kehendaknya

12

---,”’5 Persen Wanita di Surabaya Operasi Keperawanan”,dalam www.inilah.com, diakses pada

17 Juli 2016.
" Ibid, diakses pada 17 Juli 2016.


http://www.inilah.com/
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sendiri. Dalam hal ini pasien disarankan mencari bantuan psikologis
sebelum menjalani operasi. Prosedur operasi ini tidak boleh dilakukan pada
seorang wanita yang baru saja mengalami trauma psikologis yang parah.

d. Meningkatkan kepuasan seksual.

Beberapa wanita menjalani operasi keperawanan untuk menyenangkan
suami mereka dan beberapa wanita lain melakukan operasi hymen untuk
mendapatkan kenikmatan saat bercinta.

Bagi seorang suami, meraih kepuasan seksual itu baru dapat dirasakan
setelah mendapatkan keperawanan istrinya, hal itu ditandai dengan mampu
merobek selaput darahnya dan mendapatkan percikan darahh yang keluar
dari lubang vagina. Jika hal tersebut tidak didapatkan oleh suami, maka
dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam berhubungan seksual.'*

Dasar Hukum operasi selaput dara berdasarkan hukum positif terdapat
dalam UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, UU Kode Etik
Kedokteran (KODEKTI), UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut Undang-undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran Pasal 51 ayat (a) memberi pelayanan medis sesuai dengan
standart profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medis
pasien.15 Sedangkan dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Pasal 10

bahwasannya seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman

sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan

" Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Kado Perkawinan, Penerjemah Ibnu Ibrahim, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 1999), 205.
"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran
(Jakarta:2004), 17.
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pasien. Telah disebutkan dengan jelas pada pasal 10 tersebut bahwa dokter

harus menghormati hak-hak pasien dalam rangka memenuhi HAM dalam

bidang keschatan.'® Hak dan Kewajiban Pasien Pasal 52 Pasien, dalam

menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:'’

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d. menolak tindakan medis; dan

e. mendapatkan isi rekam medis.

Dalam demikian menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap
pasien mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, pasien kehilangan selaput daranya bukan karena
keinginan sendiri atau disengaja tetapi karena sebab lain yang tidak
diinginkannya (mendapat pelecehan seksual). Pasal 2: Seorang dokter dalam
mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi dan/atau
memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang
kesehatan.'®

Ini merupakan memenuhi HAM dalam bidang kesehatan. Dalam hal
ini, pasien kehilangan selaput darahnya bukan karena keinginan sendiri atau

disengaja karena sebab lain yang tidak diinginkannya. Dari sisi psikologis

' Dr.dr. Agus Purwadianto, dkk, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI ), (Jakarta:2012),4.
"7 Ibid,. Tentang Praktek Kedokteran, 17
' Dr.dr. Agus Purwadianto, dkk, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), (Jakarta:2012), 4.
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adanya trauma atas kejadian tersebut dapat mempengaruhi kondisi
kejiwaannya. Ditakutkan, jika calon suami dan keluarganya mengetahui kasus
pelecehan seksual yang dialami maka pasien akan mendapat tekanan dari
keluarga, pengucilan, social judgment, dan bahkan penolakan dari calon
suami.

Namun demikian dalam pasal 10 cakupan pasal (4) disebutkan bahwa
pasien berhak memperoleh informasi dari dokternya dan mendiskusikan
tentang manfaat, resiko, dan pengobatan yang tepat untuk dirinya. serta wajib
mendapatkan tuntunan dan arahan profesional dari dokter dalam membuat
keputusan. '° Menurut Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit
(Patient Safety) Edisi 2 tahun 2010 yang dikutip oleh Dr. Prima Progestian,
SpOG dalam artikel pada blognya yang berjudul “kewajiban dan Hak Pasien di
Rumah Sakit”, disebutkan bahwa: “Pasien berhak atas “privacy” dan
kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya” >’

Undang-undang kesehatan tahun 2009 pasal 63 ayat (1) menyebutkan
bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, mengembalikan

fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.

Selanjutnya dalam pasal 64 ayat (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan

Y Ikatan Keluarga Besar Ikatan Dokter Indonesia 2012 (KODEKI). dalam
http//:Uploads/2013/04/KODEKI-2012.pdf. di akses 24 Juli 2016.

* Dr. Prima Progestian, SpOG., Kewajiban dan Hak Pasien di Rumah Sakit.
http://drprima.com/ginekologi-estetik/drprima-progestian-spog-bahas-keperawanan-di-droz-
indonesia.html. diakses 25 Juli 2016.


http://drprima.com/ginekologi-estetik/drprima-progestian-spog-bahas-keperawanan-di-droz-indonesia.html
http://drprima.com/ginekologi-estetik/drprima-progestian-spog-bahas-keperawanan-di-droz-indonesia.html
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kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau alat
kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel panca. *'

Berdasarkan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 di atas, tindakan pasien
dianggap tidak melanggar hukum karena sebagaimana telah disebutkan di atas
bahwa tujuan dari operasi hymen adalah untuk memperbaiki fungsi alat
kelamin yang rusak akibat tindakan pelecehan seksual. Dalam hal ini, bedah
plastik rekonstruksi dilakukan untuk menghilangkan ‘cacat’ selaput dara
robek karena sebab perkosaan.

Hymenoplasty atau operasi selaput dara bisa digolongkan termasuk
dalam operasi bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh. Menurut Undang-
undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 37
ayat (2) bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan
norma yang berlaku dalam masyarakat.”> Dalam artikelnya Dr. Erna
Setiyaningrum yang berjudul “Hymenoplasty makin digemari kaum wanita”
terkait norma yang dimaksud dalam penjelasan Undang-undang Republik
Indonesia No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 37 ayat (2) adalah
norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan, sedangkan dalam norma
hukum tidak ada aturan mengenai operasi Aymen.>> Rekonstruksi Aymen boleh
dilakukan karena hak pasien untuk mendapatkan tindakan medis untuk

mengembalikan kesehatannya dan sudah kewajiban dokter untuk memberikan

pelayanan medis.

2! Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.
* Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992, Tentang Keschatan.
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Dr. Erna Setiyaningrum, Hymenoplasty makin Digemari Kaum  Wanita,

http://majalahbidan.com/hymenoplasty-makin-digemari-kaum-wanita/.com. Diakses 25 Juli 2016.
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